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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN PLAT NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK PENYERTA DALAM
KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI EMPIRIS PADA
POLRESTABES KOTA PALEMBANG)

MUHAMMAD FARHAN

502022085

Pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sering digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tindak pidana lain seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan, dan
penggelapan sehingga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Oleh karena
itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas serta penerapan pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku yang terlibat.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara
dengan aparat Polrestabes Palembang serta studi kepustakaan yang berasal dari peraturan
perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor
kendaraan bermotor menggunakan ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Barang, Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat serta
ketentuan Pasal 20 dan 21 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban
pidana diberikan berdasarkan peran masing-masing pelaku serta unsur kesalahan yang
dilakukan, yaitu pelaku yang membuat atau memalsukan plat nomor, serta pihak yang

membantu atau turut serta menyediakan sarana.

Kata Kunci: Pemalsuan Plat Nomor, Pertanggungjawaban Pidana, Delik Penyerta,

Polrestabes Palembang.



ABSTRACK

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF MOTOR VEHICLE

NUMBER PLATES AS AN ACCOMPANYING OFFENSE IN OTHER CRIMES

(LEGAL REVIEW OF EMPIRICAL STUDY AT PALEMBANG CITY POLICE
OFFICE)

MUHAMMAD FARHAN

502022085

Forgery of motor vehicle license plates is often used as a means to commit other crimes
such as motor vehicle theft, fraud, and embezzlement, thus giving rise to complex legal
issues. Therefore, clear legal regulations are needed as well as the application of criminal
liability to the perpetrators involved. The research method used is empirical legal research
with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with
Palembang Police officers and literature studies originating from laws and regulations,
books, and journals related to the research. The results of the study indicate that the legal
regulations for perpetrators of forgery of motor vehicle license plates use the provisions
of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation of Goods, Article 391 of
the Criminal Code concerning forgery of documents and the provisions of Articles 20 and
21 concerning involvement in criminal acts. Criminal liability is given based on the role
of each perpetrator and the elements of the error committed, namely the perpetrator who
makes or falsifies number plates, as well as the party who helps or participates in

providing the means.

Keywords: License Plate Forgery, Criminal Liability, Participating Offense, Polrestabes

Palembang.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum.
Artinya, Segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus
didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip
ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua
negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah tersebut tanpa

pengecualikan.!

Hukum merupakan suatu ketentuan, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak
tertulis. yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan
perlindungan dari pernyatan yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang
berlaku di Indonesia terbagi menjadi hukum pidana, hukum perdata, hukum islam
dan hukum tata negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menghormati dan
menjamin hak asasi manusia, dimana setiap tindakan dibatasi serta dilindungi oleh
peraturan perundang-undangan, walaupun kekuasaan tertinggi atas negara berada

ditangan rakyat.>

! Muhammad Junaidi, /Imu Negara, (Malang, Setara press, 2016), hlm.3.
2 Teguh Prasetyo, Pengantar hukum Indonesia, (Jakarta, Rajawali pres, 2022), hlm.215-
219.



Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu
negara, yang mengatur dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang
tidak boleh dilakukan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.® Dari sekian
defisini yang menunjukkan bahwa hukum pidana secara abstrak bisa digambarkan
sebagai aturan atau undang-undang sedangkan sebuah perbuatan yang berbenturan
dengan aturan tersebut disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana sebagai sebuah
kesalahan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya

sanksi atau hukuman.*

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat
dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana dengan demikian
kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan
tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana Seseorang
dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah
pertanggungjawaban pidana untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena
melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana
berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang

5

sehingga sah jika dijatuhi hukuman.” Pertanggungjawaban pidana yang

menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai

3 Mukhlis, Hukum Pidana, (Banda Aceh, Syiah Kuala Univercity Pres, 2018), him.2-3.

4 Moh.Mujibur Rohman , Asas-Asas Hukum Pidana, (Padang, PT Global Eksekutif
Teknologi, 2023), hlm. 3-4.

> Agus Rusianto, Tindak Pidana&PertanggungJawaban Pidana, (Jakarta, PT Fajar
Interpratama Mandiri,2016), him.207.



pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana

memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban.

Van Hamel,” mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan

normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benarkan atau dilarang.

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Banyak permasalahan kasus pidana yang muncul merugikan individu,
kelompok, komunitas, perusahaan, atau negara. Salah satu permasalahan yang
sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan, dimana seseorang atau
beberapa pihak dapat dirugikan. Ini mengatur pemalsuan surat STNK dan
mengklasifikasikannya sebagai kejahatan. Muncul tindak pidana pemalsuan
disebabkan adanya pembatasan yang memaksa masyarakat untuk melakukan
perbuatan yang merugikan orang lain. Salah satu solusinya adalah dengan mencoba
menegakkan hukum, upaya penegakan terhadap beberapa kasus terkait pemalsuan
surat yang terjadi di dunia nyata namun masih kurang berkembang. Banyak hal

dalam pembahasan pemalsuan surat ini yang terlihat biasa saja, tetapi berdampak

¢ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal
Hukum Pisitum Vol.5 No.2 2020, hlm 13-14.

7 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal
Hukum Pisitum Vol.5 No.2 2020, him 14.Aryo Fadlian, 14.



sosial. Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

mengatur tentang pemalsuan surat.®

Pemalsuan surat STNK dalam Pasal 391 KUHP terbagi menjadi dua bentuk
tindak pidana, yang masing-masing diuraikan dalam ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 Pasal
391 KUHP baru menyebutkan bahwa seseorang akan dipidana jika membuat surat
palsu atau memalsukan surat, sementara itu, pemalsuan dalam ayat 2 akan dikenai
hukuman jika seseorang menggunakan surat palsu atau surat yang telah dipalsukan.
Meskipun kedua bentuk tindak pidana tersebut saling berkaitan. Namun, terdapat
perbedaan yang disignifikan terutama dalam hal waktu tempus delicti dan Lokasi

terjadinya locus delicti tindak pidana.’

Menurut Prasetyo, tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang
mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda,sehingga
benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang

disebut dengan bentuk pemalsuan kejahatan dan pelanggaran. '

Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang
ditujuhkan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah
atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. surat

ini disebut dengan surat yang dipalsukan salah satu jenis kejahtan yang sering

8 Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Tham Ahmad Raihan, “Penerapan Pasal 263
Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu,” Journal of Law
Vol.4 No.4 2024, hlm 593-94.

° Nurkholifah Syarifuddin “ Penyertaan Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana
Pemalsuan STNK” Journal of Law Vol.23 No.1 2025, 10.56326/clavia.v23i1.5621, hlm 130.

10 Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni, and Tham Ahmad Raihan, “Penerapan Pasal 263
Kuhp Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu,” Journal of Law
Vol.4 No.4 2024, hlm 594.



terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian
kendaraan bermotor khususnya di kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan
Bermotor (STNK) dan bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di
palsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan
bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan
perundang-undangannya maupun apparat penegak hukum yang menjalakan fungsi
perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat
untuk mengatur pergaulan hidup Bersama. Hukum merupakan perwujudan dari
nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang
yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya

berarti menegakkan nilai kepercayaan dimasyarakat.!!

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung
Pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari Upaya kemajuan
kesejahteraan umum sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 '? Ketentuan lain terkait Plat Nomor Kendaraan
(Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasrkan pasal 68 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:'* (1) memuat kode
wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku; (2) tanda nomor kendaraan bermotor
harus memenuhi syarat bentuk, ukuran,bahan,warna dan cara pemasangan, tanda

nomor kendaraan bermotor; (3) dapat dikeluarkan tanda nomor kendaraan bermotor

' Gatot Efrianto, Tindak Pidana Pemalsuan,( Malang PT Literasi Nusantara Abadi
Grub,2024), hlm.42.

12 Qcliga, “Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan” Datin Law Journal Vol.1 No.2 2021,
hlm 59.

13 Pasal 68 Undang — Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan.



khusus dan tanda nomor kendaraan bermotor rahasia, tanda nomor kendaraan
bermotor khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas negara. Diatur
dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat tanda

nomor kendaraan bermotor khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor dinas.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor juga merupakan plat izin yang dipasang
dikendaraan sebagai identifikasi resmi sebuah kendaraan bermotor yang berbentuk
berupa potongan logam itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan bermotor
untuk dipergunakan di jalan raya, namun pemberlakuan ini tentu memerlukan
pengawasan dan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia. Pengawasan
dan penindakan ini penting, karena disamping rawan akan penyalagunaan tanda
nomor kendaraan bermotor tidak resmi dimana kendaraan bermotor curian bisa saja
memakai tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak resmi untuk mengelabukan
petugas atau polisi lalu lintas, disamping itu pengguna tanda nomor kendaraan
bermotor tidak resmi merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 68 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Barang.'*

Ketentuan lebih lanjut terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor)
diatur dalam peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi
dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Perpolri No. 7 Tahun 2021. Pasal 1 angka 11
Perpolri No 7 Tahun 2021 mengatakan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai

14 Todingan, “Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resni
Di Kota Palu,” Jornal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.2 No.3 2014, hlm 1-2.



bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain

dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.'

Semua rumusan delik diusahakan dirinci bagian inti deliknya (delictstandelen)
memudahkan penuntut umum Menyusun dakwaan dan terdakwa atau penasihat
hukumnya mengajukan pembelaan, karena bagian inti delik itulah yang harus
dibuktikan di sidang pengadilan apabila bagian inti delik tidak terbukti,maka

putusan adalah bebas (vrijspraak).’®

Dengan adanya penyerta tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam
jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak
pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis
pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang
membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan
tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai

kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Dalam praktik penegakan hukum di Kota Palembang, terdapat kasus pencurian
kendaraan bermotor yang disertai dengan penggunaan plat nomor palsu sebagai
sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan. Salah satu contohnya adalah kasus
yang melibatkan pelaku bernama Jodi Iskandar (26 tahun), yang ditangkap oleh

aparat kepolisian setelah terbukti melakukan pencurian kendaraan bermotor di

15 Maengkom, Sondakh, and Kasenda, “Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang
Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Fakultas
Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 2024, hlm 5.

16 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu,(Jakarta, Sinar Grafik,2015), him 3.



sekitar 55 tempat kejadian perkara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tidak hanya
menggunakan alat khusus seperti kunci T untuk mengambil kendaraan milik
korban, tetapi juga mengganti atau melepas plat nomor kendaraan guna
menghindari identifikasi oleh aparat penegak hukum. Dari hasil penangkapan,
ditemukan kendaraan hasil curian yang telah menggunakan plat nomor palsu
sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Dengan demikian,
penggunaan plat nomor palsu dalam kasus ini tidak berdiri sebagai tindak pidana
yang terpisah, melainkan merupakan delik penyerta yang mendukung
terlaksananya tindak pidana utama berupa pencurian kendaraan bermotor. Praktik
tersebut menunjukkan adanya perbarengan tindak pidana yang dapat menimbulkan

pertanggungjawaban pidana secara kumulatif terhadap pelaku.!”

KUHP peraturan tentang penyerta tindak pidana merupakan ukuran dalam
menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.
Menurut doktrin, sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyerta dibagi dalam
dua golongan, yaitu: Penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak
berdiri sendiri. Dalam hal penyerta yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap
pelaku dihargai sendiri. Sedangkan penyertaan yang tidak berdiri sendiri,

pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku yang lain.'8

17 Detik.com, “Raja Curanmor 55 TKP di Palembang Diringkus Usai Polisi Nyamar Jadi
Badut,” diakses dari: https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8304560/raja-
curanmor-55-tkp-di-palembang-diringkus-usai-polisi-nyamar-jadi-badut
, diakses pada tahun 2026.

18 Aksi Sinurat, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana,(Nusa Tenggara
Timur,Tangguh Denara Jaya, 2024),hlm 34.



Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku I dan
Buku I KUHP, maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana
yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan

kejahatan.!®

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh karena itu, penulis
berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan
Pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan
bermotor, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam proposal skripsi
ini  yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMALSUAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DELIK
PENYERTA DALAM KEJAHATAN LAIN (TINJAUAN HUKUM STUDI

EMPIRIS PADA POLRESTABES KOTA PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor
kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain di
Polrestabes Palembang?

2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pemalsuan plat nomor
kendaraan bermotor sabagai delik penyerta dalam kejahatan lain di

Polrestabes Palembang?

19 Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
Binamulia Hukum Vol.11 No.1 2022, 10.37893/jbh.v11i1.677, hlm 70-71.
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C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup
untuk mencegah pembahasan yang luas. Maka penelitian ini akan
memfokuskan mengenai kajian teoritis tentang pertanggungjawaban pidana
pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta

dalam kejahatan lain.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji serta memahami penerapan pengaturan hukum terhadap
pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta
dalam kejahatan lain.

2. Untuk mengkaji serta memahami penerapan pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, terutama
apabila perbuatan tersebut tidak berdiri sebagai tindak pidana utama,
melainkan hanya berfungsi sebagai tindak pidana yang menyertai terjadinya
kejahatan lain.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan ialah:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan tambahan pengetahuan bagi ranah hukum pidana,
khususnya mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana
dalam tindak pidana pemalsuan yang berperan sebagai delik penyerta

kejahatan lain.
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b. Memperdalam pemahaman teoritis tentang kedudukan pemalsuan plat
nomor kendaraan bermotor yang tidak selalu diperlakukan sebagai
tindak pidana utama, melainkan dapat menempel pada kejahatan lain
sebagai tindak pidana penyerta.

2. Manfaat Praktis

a. Melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman serta rujukan
mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor, yang berperan dalam
memperkuat penegakan hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan
persidangan.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman dan referensi
tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap
pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan struktur yang akan digunakan dalam
penelitian untuk menjelaskan hubungan terkait ide-ide yang akan diteliti.
Fungsi kerangka konseptual sebagai panduan untuk memahami serta
menganalisis masalah hukum yang terjadi dan menjelaskan konsep yang
relevan saling berkaitan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1. Konsep pertanggungjawaban pidana memegang peranan penting sebagai
dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana

atas perbuatannya Pertanggungjawaban pidana yang melibatkan hubungan
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antara perbuatan melawan hukum dan pelaku, berkembang seiring
dengan dinamika masyarakat serta kebutuhan hukum yang terus
berubahdi Indonesia, kajian mengenai perkembangan
teoripertanggungjawaban pidana telah menjadi fokus penelitian yang
signifikan, mengingat keberagaman kasus dan kompleksitas norma hukum
yang ada.?’

2. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu
masyarakat yang sudah maju, dimana surat, plat logam, merek atau tanda
tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam
masyarakat.?!

3. Pengenalan plat nomor kendaraan bermotor dapat menjadi solusi dari
kekurangan-kekurangan system manual saat ini. Pendeteksi dan pengenalan
plat nomor kendaraan menjadi salah satu aplikasi yang sangat penting dalam
meningkatkan suatu system keamanan.??

4. Delik Kejahatan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak pidana.??

5. Dengan adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya
beragam jenis-jenis pemidanaan yang diterapkan terhadap masing-masing

pelaku tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana

20 Fridawati et al., “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia:
Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol.1
No.3 2024, hlm 317-18.

2! Reza Nurul Ichsan,Marzuki,”Analisis yuridis pemindahan terhadap pelaku tindak
pidana pemalsuan gelar akademik” Jurnal Ilmiah Metada Vol.4 No.3 2022, him 290.

22 Solichin and Rahman, “Aplikasi Identifikasi Nomor Kendaraan Berbasis Android
Dengan Metode Learning Vector Quantization” Jornal TICOM Vol.3 No.3 2015,hlm 219.

2 Duwi Handoko, Dekreminalisasi Terhadap, (Pekanbaru, Delik-Delik Dalam KUHP,
Hawa dan Ahwa, 2016), him.36.
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dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang

tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).?* Pasal 20

dan 21 yang mengatur tentang pelaku dan pembantu tindak pidana

kejahatan.?

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi penulis dalam mengatasi

topik permasalahan yang akan di teliti adalah:

No. | Judul Jurnal

Penulis

Tahun

Pembahasan

1. | Penegakan
Hukum Terhadap
Tindak  Pidana
Pemalsuan Tanda
Nomor
Kendaraan

Bermotor

Chindi Oeliga
Yensi  Afita,
Fakultas
Hukum,
Univeristas

Muara Bungo.

2021

Peraturan Pemerintah
No. 80 Tahun

2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor
Di Jalan Dan
Penindakan
Pelanggaran Lalu
Lintas Dan Angkutan
Jalan Dan Peraturan
Kepala Kepolisian
Negara

Republik  Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012
tentang Registrasi Dan

Identifikasi Kendaraan

24 Ananda, Muspira, and Gupran, “Analisis Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak
Pidana,” Jurnal Syariah Hukum Islam Vol.6 No.2 2023, hlm 2.
25 Muhammad Aksa Ansar, Pengantar Hukum Pidana,(Bandung, Widina Media Utama,

2025), him, 60.
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Bermotor®®
2. | Kajian Hukum | Belia 2024 Aturan Hukum Yang
Bagi Pelanggaran | Maengkom, Mengatur Pelanggaran
Undang Undang | Fakultas HukumYang Memakai
LaluLintas Hukum, Pelat  Palsu  Dan
Tentang UNSRAT. Penegakan =~ Hukum
Pengguna Pelat Terhadap  Pelanggar
Palsu  Menurut Hukum Yang
Perspektif Memakai Pelat Palsu
Hukum Pidana Menurut  Perspektif

Hukum Pidana?’

3. | Penegakan Amin Bagus | 2025 Mekanisme Penerapan
Hukum Melalui | Fanani, Elektronic Traffic Law
Elektronic Traffic | Fakultas Enforcement (ETLE)
Law Enforcement | Hukum, Dalam Penegakan
(ETLE) Terhadap | Universitas Hukum Terhadap
Penyalagunaan Abulyatama. Pelanggar LaluLintas.
Nomor Polisi 28
Atau Plat Bodong
Kendaraan
Bermotor

26 Oeliga, “Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan” Datin Law Journal Vol.1 No.2 2021,
hlm 59.

27 Maengkom, Sondakh, and Kasenda, “Kajian Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang
Lalu Lintas Tentang Penggunaan Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana” Jurnal Fakultas
Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 2024, hlm 61.

28 Fanani, “Penegakan Hukum Melalui Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Terhadap Penyalahgunaan Nomor Polisi Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor” Journal Ilmiah
Meukuta Alam Vol.7 No.1 2025, hilm 5.
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Analisi yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya ialah pada penelitian pertama Penegakan Hukum Terhadap Tindak
Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor membahas mengenai
Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, penelitian
kedua Kajian Hukum Bagi Pelanggaraan Undang Undang LaluLintas Tentang
Pengguna Pelat Palsu Menurut Perspektif Hukum Pidana membahas mengenai
aturan hukum yang mengatur pelanggaran hukum yang memakai pelat palsu dan
penegakan hukum terhadap pelanggar hukum yang memakai pelat palsu menurut
perspektif hukum pidana dan penelitian ketiga Penegakan Hukum Melalui
elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Penyalagunaan Nomor Polisi
Atau Plat Bodong Kendaraan Bermotor membahas mengenai mekanisme
penerapan elektronic traffic law enforcement (ETLE) dalam penegakan hukum
terhadap pelanggar lalulintas. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang
tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pada pelaku pemalsuan plat
nomor kendaraan bermotor sebagai delik penyerta dalam kejahatan lain dan

peraturan hukum terhadap pelaku pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

G. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum
empiris®’, Penelitian yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam
masyarakat, bukan hanya dalam buku hukum.
. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian
dilangsungkan®. Penelitian ini dilaksanakan dilokasi Satlantas Polrestabes
Palembang.
. Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer ialah data yang
di peroleh langsung dari responden, melalui wawancara.’! Yang didukung
oleh data sekunder terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahum 2012 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder akan diperoleh oleh penelitian melalui bahan-
bahan hukum yang berupa buku, jurnal, rancangan undang-undangan,
doktrin hukum dan yurisprundesi relevan dan data ini digunakan untuk

Cadangan sumber hukum primer tanpa melakukan survei lapangan.>?

2% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), him.8]1.
30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), him.83.
31 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), him.89.
32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, University Pers, 2020), him.101.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang berupa artikel, situs internet, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat pada penelitian ini ditempuh prosedur
sebagai berikut:
a. Penelitian Lapangan adalah Teknik mengumpulkan data melalui
wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Aparat Kepolisian.
b. Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dari berbagai literatur
seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang pendapat ahli serta dokumen
pendukung lainnya yangb relevan dengan permasalahan pada penelitian

ini.

5. Analisis Data
Pengelolaan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.
Penelitian seperti ini tidak memerlukan perhitungan. Untuk memperluas
pemahaman orang, mengembangkan teori, dan memberikan gambaran yang
lengkap, studi kualitatif ini bertujuan.
H. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika

sebagai berikut:



BAB I

BAB I

BAB III
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